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TENTANG
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Menimbang

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka penyeragaman pemahaman dan

pelaksanaan penyusunan regulasi di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu acuan
bagi satuan kerja dalam melakukan penyusunan

regulasi;

. bahwa Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian

Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga

perlu dilakukan penyesuaian;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri dan
Peraturan Kebijakan di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan
Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan
Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1753);

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak
Lanjut Hasil Sidang Kabinet (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan
Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang
Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
188y

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara

dan Lembaga Pemerintah;






Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN
MENTERI DAN PERATURAN KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Menetapkan Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri dan
Peraturan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pedoman
Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2023

PLT. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

{
MOH. MAHFUD MD
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PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN
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PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DAN PERATURAN KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Latar Belakang

Dalam rangka penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan
penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika, diperlukan pedoman bagi setiap Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai tata cara penyusunan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kebijakan
di Lingkungan Komunikasi dan Informatika yang mengikat semua Satuan
Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat
meningkatkan kualitas kebijakan yang akan terbit.

Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan Kebijakan
di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut disusun
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan Pembentukan Peraturan Menteri.
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Perlu dilakukan penyempurnaan atas Pedoman Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang eksisting, dikarenakan Rancangan Peraturan Menteri
yang akan ditetapkan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden
Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga harus
mendapatkan persetujuan Presiden. Selain itu, terdapat pengaturan yang
menyesuaikan dengan variabel dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan
dan variabel dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman
tentang Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan Kebijakan di

Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan
Peraturan Menteri dan Peraturan Kebijakan di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Tujuan Pedoman ini yakni:

a. mewujudkan keseragaman format dan tata cara dalam
Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan Kebijakan;

b. mewujudkan keseragaman dalam Pembentukan Peraturan
Menteri dan Peraturan Kebijakan dengan cara dan metode yang
pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Satuan Kerja;

c. meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam Pembentukan
Peraturan Menteri dan Peraturan Kebijakan;

d. meningkatkan kualitas kebijakan dengan memenuhi semua
tahapan dan variabel dalam Pembentukan Peraturan Menteri dan
Peraturan Kebijakan;

e. menjamin kepastian hukum; dan
meningkatkan efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum.

C. Definisi
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam



rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kebijakan adalah kebijakan selain Peraturan Menteri yang
ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya Eselon I berupa Surat Edaran, Instruksi, dan
Keputusan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Unit Kerja adalah unit kerja tingkat Eselon I di lingkungan
Kementerian.

Satuan Kerja adalah satuan kerja tingkat Eselon II di lingkungan
Kementerian.

Program Regulasi adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana,

terpadu, dan sistematis.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Perencanaan Peraturan Menteri;

2. Tata cara penyusunan Peraturan Menteri;

3. Pengundangan Peraturan Menteri;

4. Pendokumentasian, penyusunan abstrak, dan penyebarluasan
Peraturan Menteri; dan

5. Tata cara penyusunan Peraturan Kebijakan.

Pelaksanaan

Dalam menyusun Peraturan Menteri dan Peraturan Kebijakan, Unit Kerja,

dan Satuan Kerja, wajib mengacu pada Pedoman ini.



BAB II
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

Umum

1. Rancangan Peraturan Menteri yang akan disusun pada tahun
berikutnya ditetapkan dalam Program Regulasi.

2. Pemrakarsa menyampaikan usulan Program Regulasi penyusunan
Peraturan Menteri yang akan disusun pada tahun berikutnya paling
lambat pada minggu pertama bulan Oktober setiap tahun.

3. Program Regulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan
dalam bentuk Keputusan Menteri untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan
pada minggu terakhir bulan Desember setiap tahunnya.

5. Rancangan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dalam Program

Regulasi harus diselesaikan dalam tahun berjalan.

Alur dan Kelengkapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri

melalui Program Regulasi

1.

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Badan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas
Telekomunikasi dan Informasi, dan Pimpinan Satuan Kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal membuat wusulan rencana
penyusunan Peraturan Menteri untuk tahun berikutnya.
Pimpinan Unit Kerja selain Sekretaris Jenderal dan Kepala Satuan
Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku pemrakarsa wajib
menyampaikan usulan rencana penyusunan Peraturan Menteri untuk
tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui Nota
Dinas kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepzala Biro
Hukum dan Kepala Biro Perencanaan.
Usulan rencana penyusunan Peraturan Menteri untuk tahun
berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilengkapi dengan:
a. Rancangan Peraturan Menteri;
b. Naskah Urgensi disusun dengan metode regulatory impact

analysis (RIA) yang memuat:

1) tanggal penyampaian,

2) dasar penyusunan rancangarn,

3) prioritas/urgensi;



4) latar belakang;

5) maksud dan tujuan; dan

6) pokok-pokok pengaturan,

c. Naskah Analisis Kebijakan yang memuat:

1) ruang lingkup, sasaran, dan jangkauan pengaturan;

2) manfaat strategis;

3) konsultasi publik;

4) dampak anggaran;

5) dampak regulasi;

6) alternatif kebijakan;

7) strategi implementasi; dan

8) target penyelesaian.

Dalam hal usulan rencana penyusunan Peraturan Menteri untuk

tahun berikutnya tidak memenuhi kelengkapan huruf a, huruf b

beserta muatannya, dan huruf ¢ beserta muatannya, usulan tersebut

dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi dan disampaikan

kembali.

4. Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan

Naskah Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 3

huruf c dibuat dengan format di bawah ini:

a. Naskah Urgensi

NASKAH URGENSI

Judul Rancangan
Peraturan Menteri

: Judul lengkap Rancangan Peraturan Menteri

(RPM)

Tanggal : Tanggal penyampaian Naskah Urgensi
/Naskah Analisis Kebijakan Rancangan
Peraturan Menteri

Dasar Penyusunan| : Amanat Peraturan Perundang-

Rancangan undangan/arahan Presiden atau Menteri/
pelaksanaan perjanjian internasional/tindak
lanjut putusan lembaga yudisial/lainnya

Prioritas/Urgensi : |[Sangat segera/Biasa

a. Penjelasan urgensi terkait dengan
mendesaknya perlu diterbitkan RPM; dan

b. Penjelasan adanya kesenjangan kondisi
atau gap RPM.
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Latar Belakang : |Alasan/pertimbangan mengapa Rancangan
Peraturan Menteri perlu disusun (diisi dengan
apakah RPM yang disusun dapat menjawab
permasalahan dan tantangan saat ini dan
kedepannya)

Maksud dan Tujuan : Memuat maksud dan tujuan penyusunan
RPM untuk memenuhi kebutuhan pemangkul
kepentingan serta mempertimbangkan
lingkungan eksternal.

Pokok-Pokok Pengaturan
Memuat pokok-pokok substansi yang akan diatur dalam Rancangan
Peraturan Menteri.

b. Naskah Analisis Kebijakan

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

1. Tantangan/permasalahan yang akan diselesaikan oleh Rancangan
Peraturan Menteri (RPM) tersebut, dengan variabel sebagai berikut:
a. RPM ini merupakan solusi baru terhadap permasalahan yang
ada;
b. RPM ini memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi pemangku
kepentingan; dan
c. RPM ini memberikan metode baru untuk implementasinya.
2. Penjelasan mengenai langkah-langkah utama (key steps) dan jangka
waktu (time frame) penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM).

Manfaat Strategis

Jelaskan manfaat strategis jika Rancangan Peraturan Menteri (RPM)
diundangkan dan diimplementasikan, yang meliputi:

1. Keterkaitan RPM dengan program prioritas nasional di periode tahun|
terbitnya kebijakan;

2. Keterkaitan RPM dengan masyarakat umum dan kelompok yang
memiliki kebutuhan spesifik atau khusus sebelum terbitnya RPM
(kelompok rentan antara lain: kelompok perempuan dan anak,
disabilitas, dan masyarakat adat); dan

3. Kebutuhan RPM terhadap kepentingan masyarakat.

Konsultasi Publik

Jelaskan rencana/kajian untuk menyusun RPM akan dikonsultasikan|
kepada pemangku kepentingan siapa saja, dan konsultasi publik akan
dilaksanakan menggunakan strategi dengan mempertimbangkan seluruh
target masyarakat dan pemangku kepentingan.
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[Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak Strategi Mitigasi
Jelaskan mengenai risiko/dampak Jelaskan mengenai strategi
yang mungkin terjadi jika Rancangan mitigasi dalam rangkal
Peraturan Menteri (RPM) diundangkan meminimalkan potensi terjadinyal
dan diimplementasikan. risiko/dampak.

Dampak Anggaran

Sebutkan anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri (RPM) dan jelaskan justifikasinya.

Dampak Regulasi

Jelaskan apakah Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tersebut merupakan
Rancangan Peraturan Menteri (RPM) baru, perubahan, atau pencabutan.
Jika ada, sebutkan Peraturan Menteri (PM) yang akan dicabut oleh
Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tersebut.

Alternatif Kebijakan

Jelaskan ada atau tidaknya alternatif kebijakan di luar bentuk Peraturan
Menteri (PM), disertai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing
alternatif kebijakan.

Strategi Implementasi

Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat
indikator target keberhasilan implementasi

Lampiran
Jika ada, sebutkan bahan pendukung yang menjadi lampiran Naskah
Analisis Kebijakan Rancangan Peraturan Menteri, seperti hasil kajian.

5. Biro Hukum mengkoordinasikan penelaahan dan evaluasi terhadap
Naskah Urgensi dan Naskah Analisis Kebijakan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 dengan melibatkan Biro Perencanaan
bersama Pemrakarsa.

6. Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap usulan rencana
penyusunan Peraturan Menteri untuk tahun berikutnya sebagaimana
dimaksud pada angka 5, Biro Hukum menyusun Program Regulasi

dan timeline penyelesaiannya.

Alur dan Kelengkapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri

melalui Izin Prakarsa

1. Unit Kerja Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan
Menteri di luar Program Regulasi.

2. Pimpinan Unit Kerja Pemrakarsa menyampaikan usulan RPM yang

akan dimintakan Izin Prakarsa melalui Nota Dinas kepada Menteri
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dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum, dan
Kepala Biro Perencanaan.

Dalam hal permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada
angka 2 disetujui oleh Menteri, ketentuan mengenai Alur dan
Kelengkapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri melalui
Program Regulasi sebagaimana dimaksud pada huruf B berlaku
secara mutatis mutandis terhadap Alur dan Kelengkapan
Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri melalui Izin Prakarsa

serta melampirkan bukti persetujuan Izin Prakarsa dari Menteri.
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BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri

1.

Unit Kerja pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Menteri yang

berisi materi:

a.
b,

C;

perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

arahan Presiden; atau

pelaksanaan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri harus memenuhi

tahapan sebagai berikut:

a.

Pembahasan

Satuan Kerja Pemrakarsa melakukan pembahasan Rancangan
Peraturan Menteri di internal Unit Kerja Pemrakarsa dengan
melibatkan pemangku kepentingan terkait dan/atau kelompok
masyarakat dan kelompok rentan (antara lain pelaku usaha mikro,
penyandang disabilitas, perempuan dan anak, dan masyarakat adat).
Sinkronisasi Internal Unit Pemrakarsa

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat

Jenderal/Sekretaris Badan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas

Telekomunikasi dan Informasi, atau Pimpinan Satuan Kerja di

lingkungan Sekretariat Jenderal Pemrakarsa melakukan sinkronisasi

terhadap Rancangan Peraturan Menteri dengan melibatkan Satuan

Kerja di Unit Kerjanya masing-masing.

Konsultasi publik:

1) Pimpinan Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan permohonan
konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri
melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala
Biro Hukum dan Kepala Biro Humas. Konsultasi Publik dapat
diselenggarakan kepada pemangku kepentingan dan pihak yang
akan terdampak langsung maupun tidak langsung, dalam
bentuk:

a) penayangan di laman (website) Kementerian;
b) rapat pembahasan, seminar, lokakarya, atau diskusi secara
luring dan/atau daring; dan/atau

c) kegiatan konsultasi publik lainnya,



